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PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN PURWODADI
DESA CINGKRONG

KEPALA DESA CINGKRONG

KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA CINGKRONG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CINGKRONG

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CINGKRONG

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungawab
untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat
desa;

bahwa Angraran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendzpatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan
kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan menuju masyvarakat adil, makmur dan
sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam hural a dan hural b, perlu
menetapkan Peraturam Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomer 6 Tahun 32014 tentang Desa
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 6914);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

e —
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Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomaor 5539)
schagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomaor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedun atas Peraluran Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 4], Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 632 1);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
[Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Benita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611}
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan
Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun
2023);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031}
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 1151);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nemor 4
Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Eelembagaan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 8f;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 5;
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Peranturnn Bupatt Grobopan Nomor 56 Tohun 20004
tentang Totn Carn Pengnlokasian Alokasi Duna [esa
[Bermtn Daemmby Kabugaten  Grobognn Tehun 2014
Nomor 56) scbaganimana  telah diubeah  dengan
Peraturnn Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Alas Pernturan Bupati Grobogan
Momor 56 Tahun 2004 tentang Tata  Cara
Pengalokasinn Alokasi Dana Desa (Berita Daecrah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Kepadn Desa [Berita
Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nemor 57)
schagaimana telah diuboh dengan Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian
dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
(Berita Daerah Kabupaten CGrobogan Tahun 2024
Nomor 13);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di
Desa dan Keputusan Kepala Desa [Berita Dacrah
Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016
Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019
MNomor 68);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Grobogan (Berita Daerah HKabupaten
Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa [Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32,
Peraturan Bupati Grobogan MNomor 66 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nemor 66);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan
Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainya
yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa [Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun
2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lanya,
Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2020 Nomor 6);



21  Peraturan Bupati Girobogan Nomor 12 Tonhun 20024
tentang Standar Hargn Sotuan Poda Pemerintinh Desn
(Herita Dnerah Knlupaten  Grobopgan Tahun 2024
Momaor 12};

22  Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tohun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Angearan Pendapatan
dan DBelanja Desa Tonhun Anggaran 2026 (Berita
Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 38);

23 Peraturan Desa Cingkrong Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Jangks Menengah Desa Cingkrong
Tahun 2020-2027 [Lembaran Desa Cingkrong Tahun
2024 Nomor 4)

294 Peraturan Desa Cingkrong Nomeor 7 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cingkrong
Tahun 2026 (Lembaran Desa Cingkrong Tahun 2025
Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINGKRONG
Dan
KEPALA DESA CINGKRONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA CINGKRONG TAHUN ANGGARAN
2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CINGKRONG Tahun Anggaran 2026
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp  3.157.098.000,00
2. Belanja Desa Rp  3.205952.544,00
Surpuls/Defisit Rp {48.854.544,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 48.854.544,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 48,854 544,00
Sisa Lebih/{Kurang) Perhitungan  Rp 0,00

Anggaran




'amand 2

Urainn lebib lanjut Angearan Pendapaton dan Belanjn Desa schagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Deaa ind.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Dafiar Penyvertaan Modal,
¢. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan vyang belum dilaksanakan di tabun anggaran
scbelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB
Desa.

Pasal 5

{1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2} Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3] Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan vang dischabkan oleh kejadian luar biasa dan/atan
permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal &
Dalarn hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan



kepala Desa dapal mendahului perubahan APBDesa  denpgan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran  APBDesa  dan
memberitahukannyva kepada BPD.

Paszal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dalam Lembaran Desa CINGKRONG.

Ditetapkan di : Cingkrong
zal : 31 Desember 2025

Diundangkan di : Cingkrong
Pada tan : 31 Desember 2025

SEK ARIS DESA

SUTIKNO
LEMBARAN DESA CINGKRONG NOMOR 8 TAHUN 2025
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ANDBEARAN PENDAPATAN DAM BELANIA DESA
PEMERINTAH DESA CINOKRONG

TAHUM ANGGARAM 2026

Jenis APBDes | APEDes Awal

KODE REK URALAN ‘"‘;"E:T*" FETERANGAN
" : 3
i PENDAPATAN
& Pendapiinn Ash Desa 1 7o BT GGG 00
iz Perdapatan Transier 1,348 28 000 00
i3 Pencasgalan Lan-dam 13 60000000
JUMLAS PEMOAFATAR A AET.09R.000, 50
L BELAH.IA
51 falarya Pegawan &aY 047, 146,00
g3 Delargs Barang dan Jasa # 05 405 256,00
53 Balinro Midal 1156319 000,00
54 Balang Tiak Tenhuga 221.177.000.00
JUMLAH BELAK.IA 105 583 844 00
SURPLLS | [DEFISIT) (8. 54 544 ,00)
| PEMBIAYAAN
81 Panefimann Penbayasn A8 BS54 544,00
Bl SILPA Tatun Setelumay [T anse s |
PEMBIAYAAN NETTC §H.B54 54400
SI5A LEAM FENBIAYAAN ANGGARAL

11 Desembar 2003

T s 1ot
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ANGOARAN PEMDAPATAN DAN BELANJA DUSA

PEMERINTAM DESA CINGHRAOMG
TAHUN AHGGARAN 3026
Janis AFEDTs © APBDes Awal
Hﬂm URALAN A" SUMBE POANA
1 2 3 4 5
i FERDAPATAN
&1 Pendicaian Azt Desa 1754 70 0000
az Pendagatan Transher 1245 728000 00
k| Pendasaian Lamn-lan 13 05 060 G0
JUNLAH PERDAPATAR S ST 0l 00, 00
K BELAMNIA
1 BIDAKG PENVELENGOARAN PEMERINTAHAN DESS 1.343.538.104.30
14 Penyslenggaran Belanjs 5iap, Tunjangan dan Operasional 1,082 778.604,00
Pemenrizhan Cess
1.1.01 Peaysdisan Penghasian Tetap dan Tunangss Kepals Desa 47 510000040 | ABO
11m | 59, Betana Fegawa 47.610.000,00
1107 Penyactiaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangial Desa 313130.032,00 | ADD
1102 | 59 Belang Pegasal 311,330 032 00
16 Peveciass Jaminan Sosal bagi Kepala Desa dan Perangial Desa 5.368 B92.00 | ADD PAD
(AT A Belanjsn Pegiwai 5 385 892 00
1164 E‘ﬁf""" Cipecanional Pemariniah Desa (AT, Henot PRPED dan PPE 228 500 ¥EE,00 | ADD. DAL PAD
1004 | 82 Belanja Batang San Joss 35 580 156,00
1168 Payedaan Tusangs B0 5610000000 | PAD
1185 | 851 Balanjs Pegee 55 100000,00
Li08 Pasyedann Operasional BPD (rapat, ATE, Mahan Maus. Ptsian Serage ITTENA0000 | Ao pan
m, Ly iy
1008 | &2 Belanjs Barang an Jisa 27.781 100,00
1007 Pemyeciaan InsentifOperasonsl RTRW 124.800.000.00 | Pap
1.400f | 82 Befana Barang dan Jasa 124 800.000,00
1.1 08 Panyadiaan Operasioral Pemerntah Desa yang betumbser dani Dung Dey. T.0560.00000 | oo
-1
1A | =32 Gelmtja Barang dam Jess 7,060 000 00
1180 Tembahan Tunjssgan Hepaa Dasa dan Peranghal Desy 232 700 000,09 | PAD
1.0.80 | 51, Belanja Fegewal 300 000 50
1,091 Tunjangan PenjatatPelatzaca Tugas Kepels Dedd das Praptghsl Desa 2025300000 | PAD
(RE TN ERR Betanja Pegawsl 20:250.000,00
1162 :m]luill:n..lirruun Ecsal tagi Pelena pada Pamerinish Dess sehin AS 1810022400 | PaD
P82 | 51 Belanga Pegiwal 18,190 224 00
[ Primtet by Bsbesdrs  RAREEECRITEET Haleman 1
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1 1 b ] i L]
13 Penpediaan Sarens Prasamea Peserinishen Deus &% &8 000,05
158 Penyediann Sarans hest Tetan] SedaniepFPrrmanrthee 41 EIAE00 06 | PR PRw
B2e | 83 Firln=ym Mtodsl 41 1% DO.00
§2 52 Pamettaraan Gefong Praveans Kanior s 18 SOO000 O | P
p2ee | 82 Bexianjn Barnng dan Jiia 10 S 000 0
1202 | £3 Balania Wodal T 000 D00 00
13 Penpelcdaan Adminisiresl Kependudubkan, Pancaiaien Sipll, Slatalib I 0T, 500,
dan Kearsipan
A Peweawran, Pendatssn, dam Pemulashian Prefil Desa =) PREGT EDO G0 | Pan
130 | B2 Belana Baracg dis ke 18 BT 5 B0
13068 Paraiasn dan Anatils Kesiskinan Desa wecan Parimipald 1000000 00 | Pl
1368 | 52 felema Barang dan Jxia 1.200 002 00
14 Pesysbirggaraan Tata Praza Pemerintaban, Persncieaan, Keaangan 135783 030,00
dan Palaporan
14m Penyeungiaraan Musyewarah Fensncanaan Desa®emiahstes APGHDes | 7.350.000.00 | Pad
Regquier)
140 | 52 Belanyn Bamng dan Jasa 7.360 000,00
1462 Panysgnggaran Musyesaran Desa Lannya [Masous, iembug desa Hon JB0000 00 | PAD
Requier]
1452 | 82 Bela~a Barang dan Jasa 840 BO0.00
1408 Pengembangan Seslem Irorsau Desa P00 {0 | COS
1408 | 532 Betarga Barasg dendama 11600 000,60
1410 Dikurgan Pelavsamaan gan Soslafua Fikade, Pemmanngan dss Penjan 11886300000 § PAD FEH
ngan Perseghal Deds. dan Permad
1410 | 42 Balanja Barang dan Jaa 15848 000,00
15 Sub Bidang Pertananas &1,850, 000,05
1508 Advnivasi Pajak Bumi dan Bangunan (PEE) L BB 00an0 | PAD PEH
1508 | 53 Balans Blatang dan Jaia 4165000000
2 ESTIANG FELAXSAMAAN PEMBANGUNAN DESA 1.223 987 440,00
2. Sub Bidang Peadidikan I5.030,000.00
740 Pevyelengpaaan PAUDITHTRATEATPOMadrasah Man-Forma Mk De 15421 00000 | PAD
&8 [Hesar, Palaian db)
i | 52 Belanja Barang dan Jass 15420 000,00
7106 wmmnﬁmmﬂlﬂmﬂ SpanatFrasiticoalila 254 300 (0080 | PaD
Fi0G | &3 Betadja Moda L N ERECLHEL
2108 F"I.'F?II'III'..I! Pepuilskaan Ml Desa [Pengataan Buay, Heaor, Tamn B & 800 D00 B3 | FAD
i
2108 | 57 Belanja Barang dan Jasa A B00.00D 20
FR ALY Dwkungans Pendiddan bagl Sewa MetinBamnesas 10050 000.00 | PAD
2119 | 52 Briang Baramg das Jisa 40500 000 00
i ] Sk Bidang Keschatan 0 G28. 440 00
PN H?E;gmhﬂtﬂﬂiﬂ“ﬁﬁiﬂ[ﬂﬂl“ Insmrst, G056 440,00 | D05
2ro | 52, Balasn Barsng dan Jass 1 056 440,00
Halaran £

ey e — U
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'_i?ﬁil Pasprisrria i Uipnsty (Wed Ternghas Fig Bl | grag iegeend, Fyan en on | opee man

210 | A7 Fueiangs [rsny) aen Juna g TR

FEL s ] WGI'MHHH‘MFHMUH; FTerugy de=Fa i s o | e
fies Fegesgtan )

2501 | &3 Beargs areng den Jusa W B B

13 Biss Birang Pebadasn Umiem dpm Penpines Duaeg T 40 80 50

7361 Pemathmar doien Uyats Tes 1 LG OOR BN | 604

7300 | 52 Reiavya farang s Jona A0 1T 000 0N

736 Pt s Sleh bl tay Fennge glanFengarnas Joan hew FH G | e

2316 | 53 Be-lgren hiodal FLRARWAW

FEEL Prerang manSishabdtaiPenrgh e Pergemian Jalan Lngungan FOn0hon | rn
Fermuin e [Dedh)

2311 | 83 Brtarya Mossl 20000 0050

2313 PembanguranietabitaiPeringkeanPergeiran Jemsalan Mik Desa 14000 G000 | ren
{Chgeliiy)

23143 | aa Besiamym Lisdal 15,0001 G050

231 Bembitguiss s EbienPeange i Pranansnd Jalan Daas (Sorong 8 400006 K000 | RAD FEF
gloran &)

gamd | a3 Belanja Madal 400,000 00000

2408 Pemstifaraan Sanfss Pemuturan {Gonong-pamng, Seiskan, Pant dlus 300000000 | Pad
Presarasa Jalasj}

205 | 23 Delargs Bating can Jasd 31000 000, 04

a4 Bemsliaraan Faulii Pengeinlaan Sampat Desa (Prrampngin, 7 B00 00000 | DD
Bark Srgah, &

2ai | 52 Baelanja Barang dan daxa 2 B0 000 60

7408 Pemelifaraan Ssiem Pembuangan Air Limbah [Orainase, &r lmbah Aum §2200 000,00 § PAD
uh Tangga)

2408 | 57 Belanja Bamang dan desa 230000000

2406 | 53 Bebange Mol S0 000 D00 00

1.5 Swh Bidang Kahutinin dan Lingkungan Hidup 15000 500,05

25 Pegelotaas Lirghurgan Haup Mie Deia 1E000 20000 | B

7483 | 52 Belang Barang din Jaia 155 D00 BE0 240

s Bub Bidang Pefiubaigan, Komanias dan |nhamatiis 1.500.000,00

2602 Penyelenggarasn Informass Pybil Desa (Posle!, Bakha D) 185000000 | PAD

2602 | 52 Belania Barang dan Jass 1 500 000 00

2 BIDANG PEMBIHALN KEMASTARAKAT AN Z67.688 000,00

1L Hwh Bidang Feterdiramen, Ketetoen Umum dan Perkndungan 145.052.000,00
Mnyarakal

340 w&mﬁmfmm#F 872000000 | Pan

3 | &X Beecanga Barang din Jasa BT330I

1163 Koordnas Pemisnam Keamanan, Keleriban & Peindusgan Mayy. Skala 17250 00000 | el
Liokal Desa

1163 | &L Biesanja Barang dan Jasa 17350 000,00

[ Primin by Ssseudes  JRINHEREITET) Hataman 3
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h;'. Su Bideng Febudeysan dan Fesgamaan LFE ]

a3ax m::::r:*ﬂ:lwﬂiﬂ A Eadariypaes S KT (Y oo |
328 | 53 Beianyn Baneg 240 Jasa W RN A0

11 Soity Biasng Eepemtaan den Clahregs L LR

450 :'iﬂm:rln Sarana dan Pesurara Kepe-mrtar g Qhasrsga Wi Dy W0 A0 | P e
1904 | 57 Brana Rargng dan Jesa 5 T 606 0

3304 | 53 Begrryn Lt B 507 OO )

AN i0E Per=bveaan Esnnganna¥iub Kepemedaentratrag Tighat Dew 5000 000 05 | Fee
3308 | 52 Bewan Birang dan Jewy 4 000 000,06

a4 Eut Batarg Halembagaan Midysraba £3. 250,000,040

1407 Pombrnsan LEMDAFLPHD BP0 000 00 | FEe
3407 | 83 Balanj Facsng dan Java E 1000040 00

P Ein] Pambinaan FrK 38000006 | PAD

1403 | 83 Belanjz Bararg dan Jasa 30 F50.000.00

3404 Pelntitan Pembicaan Lembiga Kemasyarakatan 15000 COO 00 | FAD

34pe | 52 Batinjs Rarang dan Jaid 151000.000.00

i ROA ARAKAT &5 THO 200 20

LE Sub Bidang Persnisn din Peieruakan A0, Do 000 00

42103 Pengeiian Kelahinan Pangan Tigst Deia (LumBung Deda di 1500000000 | DS
4203 | 53 Blatanja Modo' 15 0 000, 00

L F&ﬂlhﬂ&nﬁrﬁlﬁﬂ:nﬂrﬂlﬂmhﬂlmw Pertarian dan Pel 25,000 00000 | PEH
47260 | 53 Balanys kiodal 25 000 000,00

id Suwhb Bidang Koperasl, Usatu Micrs Kecll dan Menangah (UMKM) 104.000.000 00

d 502 :';Llnmww Sarana Prasarana Lisaha Mo, Ko, Mesengah dan Kop 104.000.000,00 | Pag
4802 | 52 Beania Moecal 04000 00D 0T

AT, Sy Bideng Perdagangan dan Pefindusiries E.700.500,00

4704 Permbernilucan® Bl EsiPalitihin Pesd ampingan kelompol usaha shenom 5 4000000 | oS

| proguknt

4704 | B2 Bwlsna Barasg dan Jaza 5 TH0 G000

§ ARLAT7 000 00
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PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
@7 HKECAMATAN PURWODADI

Julan Kapten Rusdiyai I1 No 54 Danyang

KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI
NOMOR : 143/ 146 /XI1 /2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA CINGEKRONG
KECAMATAN PURWODADI TENTANG ANGOARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGOARAN 2026

CAMAT PURWODADI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, kewenangan evaluasi APEDesa telah
dilimpahkan kepada Camat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan
Bupati Grobogan Nomer 66 Tahun 2019 lentang
Kewenangan Bupati untuk mengevaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
didelegasikan kepada Camat;

¢. bahwa  Pemerintah Desa  Cingkrong  telah
menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Cingkrong
tentang Anggaran Pendapatan dan DBelanja Desa
Tahun Anggaran 2025 untuk dilaksanakan evaluasi
dan harmonisasi agar sesuai dengan kepentingan
umum, peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan Peraturan Desa lainnya;

d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, hurufl b, dan
huruf ¢ di atas perlu menetapkan Keputusan Camat
Purwodadi tentang Hasil Ewvaluasi Rancangan
Peratiran Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi



Mengingat

tentnng Anggnran  Pendapatan dan  Belanjn Dean
Tahun Anggaran 2026,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat [6);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42;
Undang-Undang Nomar 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 7, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nemor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momaor 6914],

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757],
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tabhun
Anggaran 2025 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6995);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomer 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan
Pembayaran [uran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala



L.

12.

13

14.

Desa dan Perangkat Desa (Berita Negarn Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

Pernturan Menterd Dalam Negeri Nomaor 73 Tahun
2020 tentong Pengawanann  Pengelolnan  Bouangian
Diesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20020

Nomaor 14%6);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Tranamigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desal Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteni
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomer 6 Tahun 2023 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 590);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
{Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun
2023);

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2025 [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 108 Tahun 2024
tentang Pengalokasian Dana Desa sctiap Desa
JPenggunaan dan Penyaluran Dana desa Tahun
anggaran 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 4);

Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor S5
Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun

2016 Nomeor 5);



16,

17.

19.

20.

2.

Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor 6
Tahun 2016 teninng Repaln Deaa (Lembaran Daerah
Eabupaten Grobogan Tahun 20016 Nomor 6
schagnimann telah diubah dengnn Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten
Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa
{Lembaran Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2018
Nomaor 4];

Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran
Daecrah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Feraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nemor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2018 Nomaor 3);

Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa
[Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor &, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor 8
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-
2026 [Lembaran Daerah Kabupaten Grobegan Tahun
2021 Nomor 8B);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, serta Perhitungan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat [Berita
Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014
Nomor 56) scbagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016



24,

tentnng Perubabnn Atas Peraturan Dopati Cralepnn
Nomor 56 Tahwun 2004 tentang Tatn Cara
Pengnloknasinn Aloknsi Dann Dean [Herita Daerah
Enbupnien Grobogan Tahun 20006 Nemar 14);
Peraturan Bupati Grobogan Nomer 57 Tahun 2014
tenlang Totn Carn Pengalokasian Bagian Dan Hasil
Pajak dan Retribusi Daernh Kepada Desa [Berita
Daernh Kabupalen Grobogan Tahun 2014 Nemear 57)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupat
Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari
Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah Kepada Desa (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nemeor 15);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2013
tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan D1
Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobegan Tahun 2015 Nomor By,
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016
Pengelolaan Aset Desa sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019
Nomor 68);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Dacrah
Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perangkat Desa (Berita Dacrah Kabupaten Grobogan
Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Grobegan Nemor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018
tentang Peraturan Pelaksanaan Pernturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang



22,
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29,

0.
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33.

Kepaln: Desa [Berita Doeraly Kabupaten  Grolegan
Tahun 20018 Nomor 19):

Pernturan Bupati Grobogan Nomer 23 Tahun 2019
tentang Daltar Kewenangan Dean Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Derskala Dean o
Kabupaten Grobogan  (Rerita Daerah Kabupaien
Grobogan Tahun 2019 Nemor 23);

Peraturan Bupali Grobogan Nomor 32 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomar 32);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 665);
Peraturan Bupali Grobogan Nomor 67 Tahun 2019
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan
Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penenmaan lainya
yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa [Berita
Daerah Kabupaten Grobegan Tahun 2019 Nomeor &7)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Grobogan Memor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupali Grobogan Nomor 67 Tahun
2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainya,
Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2020 Nomaor 6);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020
tentang Taca Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2020
Momor 20);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Rerja
Pemerintahan Desa dan  Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat



Menectapkan :
: Hasil Evaluast Rancangan Peraturan Desa Cingkrong Kecamatan

KESATU

M

15.

Desa {Berita Daerah Hﬂhu;mten (irubogan Tahun
2022 Nomer 11);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024
tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa
{Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024
Nomor 16];

Peraturan Bupati Grobogan Nomar 38 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSEAN :

Purwodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026, sehagai berlut :

a.  Aspek Administrasi yang meliput :

1.

Penyampaian Rancangan APBDes Tahun Anggaran

2026 disertal dengan dokumen antara lain : Nota

Pengantar Raperdes tentang APBDes dari Kepala Desa

kepada BPD; Risalah Rapat dan/atau Berita Acara

Pembahasan Rancangan APBDes ; Keputusan BPD

tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan

Desa tentang Rancangan APBDes untuk ditetapkan

menjadi Peraturan Desa.

Pemberian Nomor FPeraturan Desa menunggu hasil

evaluasi,

Penulisan Peraturan Desa semua huruf diketik dengan

menggunakan jenis hurul Bookman Old Style dengan

Ukuran 12,

Karena peraturan desa tentang APBDes belum

ditetapkan maka untuk tabun-tahun mendatang

penulisan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut

a) Halaman judul ditulis RANCANGAN PERATURAN
DESA.

b) Tanggal penetapan dan pengundangan agar tidak
diisi terlebih dahulu menunggu pemberian tanggal

pada saat ditetapkannya APBDes.



b, Aspek Legalitas yang meliput -

Evalunsi pada diktum mengingat agar ditambahkan

peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Peraturan “lll}.ll‘l!i ﬂ'l'rrhrrgn.n Murnor 38 Tabin 2025

tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angearan
2026,

Agar urutan penulisan  peraturan prrundﬂngnn
disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan
yang berlaku.

c.  Aspek Kebijakan yang meliputi :

Pemerintah Desa agar mengalokasikan dana sesuai
amanat yang terdapat dalam sinkronisasi kegiatan yang
tertuang dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun
2026.

d. Aspek Struktur Anggaran yang meliputi :

1.

1.

Sumber Dana Dari PAD ADD, dan BHPRD :
Kode rekening 1.1.06 kegiatan pengadaan seragam
safari BPD untuk dapat di cek harga satuanya;

Kode rekening 1.2.01 kegiatan Pengadaan buku
perpustakaan 1 Paket agar di jabarkan penggunaanya;

Kode rekening 1.4.01 kegiatan  Musyawarah
pertanprungiawaban MDST 2024 agar di gant
tahunnya menjadi 2026;

Agar dinggaran Kegiatan Bimtek Pelaksanaan
kapasitas Kelembagaan Sebesar RP 15.000.000,-;

Agar dianggarkan kegiatan peningkatan kapasitas
kelembagaan sebesar Rp 15.000.000,-.

Sumber Dana Dari Dana Desa
1. Agar menyesuaikan Pagu Reguler Dana Desa Tahun

2026 sebesar Rp 373.456.000,-.

. Agar penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Desa dan Pembanpunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025
Tentang Petunjuk Oprasional Atas Folus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2026;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth . :
1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);

: Kepala Desa Cingkrong bersama Badan Permusyawaratan Desa

Cingkrong agar segera melakukan penyempurnaan  dan
penyesuaian Rancangan Peraturan Desa lentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
berdasarkan hasil evaluasi scbagaimana Diktum KESATU paling
lambat 7 {tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan
Camat, serta melaporkan kembali hasil penyesuaian |/
penyempumnaan kepada Camat Purwodadi.

: Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak

menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa,
maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat Purwodadi.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di Purwodadi
Igada_—t:.nma!. 23 Desember 2025

2, Wakil Bupati Grobogan [sebagai laporan);
3. Kepala Dispermades Kab, Grobogan
4. Kepala BFFKAD Kab. Grobogan;

5. Inspektur Kab. Grobogan ;
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec, Purwodadi;

7. Arsip.



Laimngriran

Eepurtvinani Oarmat Pyorsestad
M TAXF AR XN FEES
Tangmal | 23 [esrmber X5

HASIL EVALUAS] RANCANGAN PERATURAN [ESA CINCGHEPONG WILATAH
KECAMATAN PURWODADI TENTANG ANCGOARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2007

a. Aspck administras ;

I, Pengiriman Ranperdes teniang RAPBDcaa agar dilengkapt dofeumen
secara lengkap yaitu ; Nota Pengantar dari Kepala [esa kepada BPTI dan
Camat.

2. Karena Peraturan Desa tentang RAPBDesa belum ditetapkan dan
baru merupakan Rancangan, maka untuk tahun-tahun mendatang
halaman judul ditulis Rancangan Peraturan Desa.

3. Rancangan Peraturan Desa Tentang RAPBDesa dikirim kepada Camat
untuk dievaluasi harus dibahas terlebih dahulu dan mendapatkan
persetujuan BPD.

b Aspek legalitas :
1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2026,
¢. Aspek kebijakan :

1. Keadaan vang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan, yang penempatannya pada penerimaan
pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01

2. Pendapatan bunga dianggarkan di kelompok Pendapatan Lain-lain
dengan Kode rekening 4.3.6.01. Bunga Bank.

3. Biaya admin bank dianggarkan di Kegiatan Operasional Kantor Desa
dengan Kode rekening 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran
lainnya.

d. Aspek Struktur Anggaran ;

|. Lampiran | merupakan ringkasan rancangan dari seluruh rencana
anggaran yang ada, schubungan hal tersebut setelah penyempurnaan

APBDesa jumlah per pos agar disesuaikan kembali.



2. Evaluasi lampiran 2 Rincian Bagian Anggaran yaitu

1.

Sumber Dana Dari PAD,ADD, dan BHPRD :
1.

Kode rekening 1.1.06 kegiatan pengadaan seragam safari BPD
untuk dapat di cek harga satuanya;

Kode rekening 1.2.01 kegiatan Pengadaan buku perpustakaan 1
Paket agar di jabarkan penggunaanya;

Kode rekening 1.4.01 kegiatan Musyawarah pertanggungjawaban
MDST 2024 agar di ganti tahunnya menjadi 2026;

Agar dinggaran Kegiatan Bimtek Pelaksanaan kapasitas
Kelembagaan Sebesar RP 15.000.000,-;

Agar dianggarkan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan
scbesar Rp 15.000.000,-.

2. Sumber Dana Dari Dana Desa

1.

2.

Agar menyesuaikan Pagu Reguler Dana Desa Tahun 2026 sebesar
Rp 373.456.000,-.

Agar penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan Peraturan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Oprasional
Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

3. Evaluasi lampiran 4 Rincian Bagian Pembiayaan yaitu :
a) Apabila terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran agar dimasukan

dalam bagian penerimaan pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01

dan diinput secara terpisah per sumberdana.

/ CAMAT BURWODADL,



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( BPD)
DESA CINGKRONG KEC. PURWODADI KAB. GROBOGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CINGKRONG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 14 TAHUN 2025

TENTANG PERSETUIUAN PERATURAN DESA CINGKRONG
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDESA)

TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Desa Cingkrong tertanggal 2%

Desember 2025 Perihal Permohonan Persefujuan dan Penetapan APBDesa
Desa Cingkrong Tahun 2026;

b. Bahwa setelah melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa terhadap
Point a tersebut diatas, maka Badan Permusyawaratan Desa Cingkrong
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dapat menyetujui  Perubahan
Peraturan Desa tersebut;

c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas, periu dituangan dalam
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cinghkrong Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Grobogan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20141 Nomeor 7);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20114 lentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Momor 6 Tahun 20141 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa (Berila Nagara Republik Indonesia Tahun 201114
MNomor 2091);

4. Peraturan Menter Dlam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengslolan

Keuangan Desa (Baerla Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

611)

Mengingal



14,

5. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 118 Tahun 2019 tentang
Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagl
Kepala Desa dan Perangkal Desa (Berita Megara Republk Indonesia
Tahun 2018 Nomaor 1802);

g, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Dasrah Teringgal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 lentang Rincian Prioritas Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomoar B88;

7. Peraturan Pemerintah Momor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Darn Anggaran Pendapatan Dan Baolanja Megara (Lembaran
Magara HRepublik Indonasia Tahun 2014 MNomor 168, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indoneska Nomor 5558) sebagaimana telah
bebarapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah
Momor B Tahun 2018 tenlang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Femerintah Nomeor 80 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Megara (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

9. Peraturan Menteri Dalam Megerd Nomaor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomeor 611);

10, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terlinggal, Dan

Transmigrasi Momor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Dalam Negen MNomor 73 Tahun 2020 tentang

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.O07/2022 tentang

Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1195);

13, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terlinggal, Dan

Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2023,

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Keuangan dan Asst Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2016 Nomor B);



15,

16,

17.

18.

8.

21.

23.

24.

25.

Peraluran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor i Tahun 2071 tentang
Pembangunan Jangka Menongah Daorah Kabupaten Grebegan Tahun
2021-2026;

eraturan Daerah Kabupaten Grobogan Momor 6 Tahun 2021 lentang
Parubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Bupali Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pangalolasan
Asel Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Bupati Momor 68
Tahun 2019 tentang Perubahan alas Peraturan Bupati Momar 35 Tahun
2016 tenlang Fengelolaan Asel Desa (Berita Daserah Kabupalan
Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Bupati Grobogan Momor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2019 Nomer 66);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penghasian
Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan
Pemerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 67)

. Poraturan Bupati Grobogan Momor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobegan Tahun 2020 Nomor 18);

Peraturan Bupati Grobogan Momor 20 Tahun 2020 lentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2020 Nemer 20);

_ Peraturan Bupali Grobogan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standard Harga

Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan );
Paraturan Bupatl Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Taknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
Rencana Kerja Pemerinlahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Bupati Grobogan 37 Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita
Daarah Kabupasten Grobogan Tahun 2024 Momor 37);

Peraturan Desa Cingkrong Nomor 4 Tahun 2019 lentang Rencana Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Cingkrong Tahun 2020-2025
{Lembaran Desa Cingkrong Tahun 2019 Nomor 4, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Desa Cingkrong MNomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Jangka Manengah Desa (RPJM Desa) Desa
Cingkrong 2020-2027 (Lembaran Desa Cingkrong Tahun 2024 Momar 4);



Dengan Kescpakatan Dersama,
BADAN PERMUSY AWARATAN DESA CINGKRONG

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan  :

PERTAMA : Menyetujui Pematuran Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten
Grobogan tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDwesa) Tahun
2026 menjadi  Peraturon Desa, sesusi Berita Acara Rapat  Badan

Permusyawaratan Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi  Kabupaten

Grobogan,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cingkrong Tabun Anggaran Tahun
2026, sebagai berikut :
I. Pendapatan Desa Rp 3.157.098.000,00
2, Belanja Desa Rp. 1.005.952 554,00
Surplus/Defisit Rp.  (4B.854.544,00)
3, Pembiaysan

a. Penerimaan Pembiayssn Rp.  48.554.554,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00

Selisih Perhitungan Anggaran Rp. 48.854.554.00
Sisa Lebih/Kurang Rp. 0,00
KEDUA : Berita Acara Rapmt Badan Permusyawarstan Desa Cingkrong Kecamatan
Purwodadi Ksbupaten Grobogan Tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2026 sebagaimana
terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari KEPUTUSAN ini,
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.



Diputuskan di : Cingkrong
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINGKRONG
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN
=/ KETUA-

e

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
Kepala Desa Cingkron

TEMBUSAN. Disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Grobogan;

2. Kepala Dispermades Kab. Grobogan;
3. Camat Purwodadi;

4. Arsip.



Lareparen Kepotoss APTH [ heas § inghrnng
Mg - 1A Tabem J0038
Tampral - 11 Phesember 304

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PFERMUSY AWARATAN DESA CTNOGE R
KECAMATAN FPURWODAID KARUPATEN GROTOGAN

Pada har im Rebn Tangeal Tigs Poloh Setu Balin Desember Tehun Dus Ribae Tma Palab
Limn vang berternpat di Ralai Desa Desa Cinglrong Kecamatan Purvedadi Kabapaten Girabogan Eami
masing-masing vang hertandatangan di hawah ins .

|, Supnivono Tabatan Kelua B

2. Sutresno Jahatam Waksl Eetua BPD

3, Imam Purwanio Jabatan Sckretaris BPD

4. Yatman Jabatan Kobsd Pemenmtalan
§. 8. Harjono Jabatan Kabid Pembangunan
i, Maryolo Jabatan Anggota BPD

7. Moech Zaeni Jabatan Anggota APD

g. Ahmad Khatrul HP Jahatan Anggota BPD

&. Muslimah Jahatan Anggota BPD

. Telah melaksanakan Rapat BFD yang membahas Anggparan Pendapatan Dan Belanja Desa tahun
2026 dengan mempercleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksansan
sehapai berilos :

1. Jumlah anggota BPD vang hadir ..... orang (daftar hadir terlampir).
2. Jumlzh anggota BPD tidak badir ..... . Drang,

II. Atas dasar daftar hadir terschut angka | diatas, maka berdasar pasal 17 Tata Tembd Rapat BPD
Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dmyamakan sah karena dibadin
lebih dari 1/2 Anggots BPD.

1. Dalam Rapat BPD dengan kesimpulan hasil Rapat BPD schagai berilout :

Dapat Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 untuk menjadi Peraturn
Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2026,

Dengan Kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 3.157.098.000,00
2, Belanja Desa Rp. 3.205952 534,00
3 Surplus/Defisit Rp. (48.854.554,00)
3. Pembiayaan

4. Penerimaan Pembiayaan Rp.  48.854.534,00

b, Penpeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Selisih Perhitungan Anggaran ~ Rp.  4B.854.554,00
Sisa LebivKurang Rp. 0,00

Sehagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa Cingkrong Kecamatan
Purwodadi Kabupaten Grobogan tentang{APBDesa) Talun Anggaran 2026,



Demikinn Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Cingkrong, 31 Desember 2025

BADAN PERMUSY AWARATAN DESA CINOKRONG KECAMATAN PURWODADI

KABUPATEN GROBOGAN

NO | NAMA KEDUDUKAN TANDA TANGAN
1 Supriyono Ketua

2 Sutrisno Wakil Ketua 2

3 Imam Purwanto Sekretaris
4 W atman Kabid Pemerintahan L4, e
5 5. Harjono Kabid Pembangunan | 5. %

6 Maryolo Anggota 6. 0"‘-1
7 | Moech Zaeni Anggota
8 | Ahmad Khoirul HP Anggota 2=
9 Muslimah Anggota Q.




Lampiran Keputusan BPD Cingkrong
Momor 14 Tahun 20025
Tanggal : 11 Desember 2025

DAFTAR HADIR RAPAT
( ANGGOTA IPD )

Desa : Cingkrong

Kecamatan : Purwodach

Kabupaten : Grobogan

Tanggal + 31 Desember 2025

Tempat - Balai Desa Cingkrong

Acara : Rapat Membahas APBDesa Cingkrong Tahun 2026
NO [ NAMA KEDUDUKAN | TANDA TANGAN
1 | Supriyono Ketua y
2 Sutrisno Wakil Eetun # i
3 | Imam Purwanto Sekretaris
4 | Yatman Kabid Pemerintahan ﬁ“/
5 | § Harono Kahid Pembangunan @(i‘
6 Maryoto Angpola M
7 Moech Zaeni Anggota EW/
8 | Abmad Khoirul HP Anggota 5=
9 | Muslimah Angpoia 9.

=

BADAN PEHMUEY&WARATM*I DESA
CIHGKRDNG




